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ABSTRAK :

CATATAN :

Berdasarkan ketentuan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 103/SDM.09-SPt/04/04/2025 pada tanggal 5
Februari 2025.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun
2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 2
Tahun 2024; PMK No. 39 Tahun 2024; KPT No. 543 Tahun 2022; KPT No. 1871
Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pembentukan
Kelompok Kerja Penyelesaian Sengketa Hukum Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Feburari 2025.

Lamp. : 5 him.



